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EMBRIO KONFLIK AGRARIA
DI NUSANTARA

Lahan di Nusantara mulai ‘memerah’. Banyaknya area yang dijadikan lohan pembangunan Ibu Kota Negara itu berisiko
menimbulkan sengketa yang berujung konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat. Akar persoalannya adalah banyaknya
tanch hak masyarakat yang tersedot ke pusaran Nusantara.

ondist inf pun dia-  pusat pemerintahan baru Itu. Kawasan Intl Pusat Pemerin- Pusat Pemerintahan.
kui oleh pemerin- Sementara Itu, dimulainya n. “Prosesnya sedang dalam per.
h dan menjadi megaproyek tersebut secara Suharso menambahkan fakia siapan, dibentuk satgas dalam
kerjaan rumah h akses ma-  di lapangan banyak lahan yang rangka pecepatan pengadaan
&mymgwanb syarakat pemilik Lhan sebe- masuk ke dalam cakupan Nu- “ dana buat Investor,” katanya.
segera dituntaskan K santara tersebut masth dimiliki Sekadar informasl, proses
untuk meminimalkan terjadinya DI sl lain, UU No. 3/2022 oleh masyarakat, yang kemu- Sekarang kami sedal perolehan tanah di IKN dilaku-
bahwa seluruh ng Mg jan dengan dua mekanisme.
Kondisi Ini pula yang ke- wmdﬂ:‘kmh\r&lﬁ menyusun kembali Pertama, n kawasan
mudian gku mutlak men| “Presiden [Joko Widodo] bahan UU it hutan yang dilakukan oleh
uupmamm Iik negara, dengan hak kelola menugaskan untuk peru n u. Ungkungan Hidup
untuk mengajukan revisl Un-  dimiliki oleh Otorita IKN. menangani Ity melalul revist [Yang diperbaiki] dan (KLHK).
dang-Undang (UU) No. 3/2022 Inflah kemudian mela- [UU IKNL." ulamya. dalam kew Dalam hal inl, KLHK berpe-
tentang Ibu Kota Negara ke D hirkan embrio Hingga saat nl, revist UU alam kewenangannya .,k ka
wan Perwakilan rakyat (DPR).  dan berupaya ditangani oleh No. 3/2022 masih dibahas [pemerfntah/ hutan seluas 36.150,03 hektare
Perkara lahan memang sangat  negara. secara di DPR, Otorita IKN] | kepada Otorita IKN.
sensitlf. Masyarakat pun wajar “Sekarang kami sedang me- ga belum bisa diketahul publik or! + 504 Kedna, pengadaan
apabila a aus anah nyusun kembali perubahan UU b yang akan pertanahamrya, melalul Kementerlan PUPR dan
hmmgm:anm )ehs.mp‘ mmmsa'ma mnwlﬁal;m . Aka: apabila lahan Ruang/Badan n:n:n
- nnya | /Oto- 5 Perta n Nasio-
Celakanya, sluy;'s demikian rita IKNJ, s);al pertanahannya,” mmﬁ"m hendak nal (ATR/BPN).
banyak ditemul pemerintah di kata Suharso, Selasa (16/5) nya pemerintah juga periu pemerintah lantaran tidak dapat Pengadaan tanah di sebaglan
lokasi pembangunan Ibu Kota Sejatinya, kekhawatiran memberikan jaminan untuk diakomodasi dalam UU No. Kawasan Intl Pusat Pemerin-
Negara (IKN) Nusantara, seba-  banyak udak mengutak-atk ketentuan 372022 ahan dilakukan oleh
galmana dinyatakan Menter! sengketa lahan di Nusantara te- konsest. Dalam rangka menjaga ke- tm lahan telah
Perencanaan Pembangunan lah disuarakan sejak jauh-jauh bab beberap daul deals saal diproses sehanyak 330 bidang,
Nasional/Kepala Badan Peren- hari, Maklum, area yang sorsium yang membatalkan konsesi itu tetap sehingga ba- dengan 18 bidang telah diba-
Pemb jadi kota baru itu a Investasinya di Nusantara pada  han negara tidak bisa dijadikan yatmdmﬂzghhngsadmg
nal (PPN/Bappenas) Soeharso luas yakn! mencapal 324.332 tahun Lalu disehabkan bahan wkar guling investasi. dalam proses.
hekare. nya negosiast atas tkar a, pe “Tanah-tanah fu pada prin-
Tanpa menye- Dari jumlah tersebut, 256,142 ng penanaman modal allis  merintah untuk menolak syarat  sipnya sedang distapkan oleh
butkan secara hektare di antaranya meru- Investasi dengan konsest SDA dalam Otorfta IKN berdasarkan tanah-
terperincl, Su- pakan wilayah daratan yang Investasi di IKN memang patut  tanah dari kehutanan, ada dua
harso mengata- mmllklmmko::lﬂlk KONSESI SDA - prinsip, tanah kehutanan, dan
kan ada ba Secara terperind, jum- yang Hal ini kian tnah kegunaan Lin. Ada yang
Mmﬂsymnﬂ lah it 199.962 hektare untuk Bisnis, konsorsium bahwa u lakan mumadablnmzz
yang berada Kawasan Pengembangan Nu Investor asing sempat b bersth " ulamya.
dalam area santara, 56.180 hektare untuk nya konses! sumber daya dalam Seolah tk mau kecolongan,
pemba- Kawasan Ibu Kota Nusanta- alam (SDA) sebagal yang awalnya ditaksir menelan  pada saat bersamaan pemerin-
ngunan ra, dan 6.671 hekuare untuk salah satu syarat dari anggaran Rp466 trillun ftu. tah juga menerbitkan regulast
' masuknya dana Namun di sisi lain, keputus-  yang mengatur soal Lata kelola
jumbo ke § an inf & A aset di yakni Pera-
am ’ di Pubu Kaliman-  vang cukup berat, yaknl peme-  turan Menteri Keuangan (PMK)
II an . rintah dituntut agresif da-  No. 53/2023 wentang Pengelo-
! II“I Namun, permin-  lam menjaring minat investor. lan Barang Millk Negara dan
ﬂ N "ﬂ"ﬂ’ T 58 “""‘M”MW aan itu ditolak Kepala Otorita IKN Bambang  Aset dalam penugasan di Tbu
L \ < Susantono Kota Negara.
> r d i rintah telah menylapkan tim Aturan tersebut merupakan
ol = an_\_’ sawan tugas khusus yang akan  aturan wrunan darl Peraturan
N T seluruh p p h (PP) No, 1772022
> pemb tentang Pend dan
< ibu kota haru, terutama soal lolan Anggaran dalam
¥ Persiapan, Pembangunan, dan
“Kita Ingin segalanya clean Pemindahan Ibu Kota Negara
and clear, jadi yang ditawarkan  serta Penyelenggaraan Pemerin-
ke investor tanah yang sudah tah Doerah Khusus Ibu Kota
mmngd.mkluul:ahulim Nusantara. i
2R nya sehingga langsung Beleid ini dimaksudkan
55- berdasarkan kondisi gai pedoman dalam pengelola-
, geologl, dan akses,” an barang milik negara (BMN)
a. d.m.x)ﬁ&dalxnpenpmnn
CIEEITT N, | Seveoun k. Kemenerin  (ADP) di Nusanura,
Josis Faslitas Nesmodohan  Jaooha Waktu/ Bl (%) Ut dany Pere- Dalaca kaktan Wi, Menter! Ke-
™1 95 Tk mahan Rakyat (PUPR) tengah uangan bertanggung Jawab dan
"3 80 Tadon skema berwenang untuk meneliti dan
Hak Pakal 80 Tabun lian tanah sekaligus k yetujul standar barang dan
Pekeria Asing 10 Tabes lahan untuk investor di IKN kebutuhan BMN di IKN yang
Tax Holiday 50%~100% (10-30 Tabun) ditargetkan rampung diusulkan Otorita IKN.
Super Tax 250%-350% akhir 2023. Adapun, IKN
PPh 21 Final DTP Sampai 2035 Ketua Satgas Pelaksanaan berwenang pengguna
Pajak UNKM Didedasiae Infrastruktur barang, dan dapat melimpah-
PPh Pesaiban Tasab 00% IKN Danis Hidayat Sumadilaga  kan sebaglan tanggung Jawab
Tidak Dpuagut dan kewenangan kepada Kuasa
PPaBM Diecualias mem| kaw kave: Pengguna BIrang. (Mats Oeais-
Bea Masuk & PORY Obedusias ling di wikiyah Kawasan Inti (e -
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Bappenas Apresiasi Pemda
lewat PPD 2023

Jawa Tengah meraih provinsi terbaik pada kategori perencanaan dan pencapaian terbaik,
disusul posisi kedua Sumatra Selatan, dan posisi ketiga Jawa Barat.

Inea FirDAUSYA
ihfo@medicindonesio.com

EMENTERIAN Perenca-

naan Pembangunan Na-
sional/Badan Perencanaan
'embangunan Nasional
(PPN/Bappenas) kembali membe-
rikan Penghargaan Pembangunan
Daerah (PPD). Penghargaan diberi-
kan kepada daerah yang menyusun
jperencanaan berkualitas dan men-
capai target pembangunan daerah.
PPD 2023 dilaksanakan berbareng-
an dengan Musyawarah Perenca-
naan Pembangunan Nasional (Mus-
renbangnas) Rencana Kerja Peme-
rintah (RKP) 2024 dan Peluncuran
Proyeksi Penduduk 2020-2050, di
Jakarta Convention Center, kemarin.
“Sebagaimana tahun-tahun sebe-
lumnya, Kementerian PPN/Bappenas
memberikan PPD yang merupakan
evaluasi komprehensif dan kreatif
untuk meningkatkan keterpaduan
pelaksanaan pembangunan pusat
dan daerah, serta sebagai bentuk
motivasi dan apresiasi kepada peme-
rintah daerah atas prestasinya da-
lam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan,” kata Menteri PPN/
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Jawa Tengah meraih provinsi
terbaik pada kategori perencanaan
dan pencapaian terbaik. Capaian
indeks pembangunan manusia (IPM)
Jateng dinilai lebih baik melalui
kebijakan prioritas daerah pada

p secara
luas, pembangunan kesehatan, serta

kualitas Pt P
dan anak. Peringkat kedua dan
ketiga berturut-turut ditempati
Sumatra Selatan dan Jawa Barat.
Selanjutnya, peringkat pertama
kategori perencanaan dan pencapai-

ARAHAN: Wakil Presiden Ma'ruf Amin

ANTARA WAIDZ MUBARAK A

arahan pada penutup

(M g/ 2023 di Jakarta, kemarin,

an terbaik tingkat kabupaten diraih
Kabupaten Temanggung, Jawa
Tengah. Pencapaian itu diraih ber-
kat pertumbuhan ekonomi, IPM,
rasio gini, tingkat pengangguran ter-

buka (TPT),
program kapasitas pe-
nerima Program Keluarga Harapan
(PKH), kesejahteraan petani kopi,
daya tarik wisata, dan penurunan

HIm: 2 - Kolom:

angka ki t ibu (AKI) serta
angka k bayi (AKB). Tempat
kedua diraih Kabupaten Aceh Barat
dan ketiga, Kabupaten Garut

Pada kategori perencanaan dan

Musrenbangnas

h Perencanaan

an Nasional

pencapaian terbaik tingkat kota,
peringkat pertama diraih Kota Suka-
bumi. Hal itu didapatkan berkat
capaian tingkat 1PM,

kung 15 program unggulan, opini
BPK WTP 8 kali berturut-turut, serta
penyerapan belanja terbaik ke-2 na-
sional. Peringkat kedua diraih Kota
Palu dan ketiga, Kota Semarang.

Keterpaduan pelaksanaan

Kategori khusus bidang eko-
nomi hijau dan rendah karbon
diraih Provinsi Riau, kategori
khusus bagi provinsi yang memu-
lai inisiasi awal ekonomi sirkular
didapat Provinsi Jawa Tengah
dan kategori khusus inovasi
pembiayaan alternatif kerja sama
pemerintah dengan badan usaha
(KPBU) untuk penyediaan infra-
struktur dimenangi Kabupaten
Madiun.

“Penghargaan itu merupakan
apresiasi kepada pemerintah
provinsi, kabupaten, dan kota
yang berhasil dengan baik da-
lam perencanaan, pencapaian
pelaksanaan, dan inovasi pemba-
ngunan. Dengan PPD itu, diharap-
kan dapat mendorong pemerintah
daerah dalam menyusun pe-
rencanaan yang lebih konsisten,
komprehensif, terukur, dan dapat
diimplementasikan (applicable),”
kata Suharso.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin
yang turut hadir dalam acara itu
memberikan apresiasi kepada
pemerintah daerah yang mem-
peroleh PPD. Wapres meminta
keterpaduan pelaksanaan pem-
bangunan pusat dan daerah terus
ditingkatkan.

“Dengan perencanaan,
pelaksanaan, dan inovasi pemba-
ngunan, demi mendukung trans-
formasi ekonomi yang inklusif

u;

dan pertumbuhan ekonomi, didu-

dan be: " p
Ma'ruf. (5-2)
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National Development

Planning Agency holds

Musrenbangnas RKP 2024

ver 2,000 people
representing the
central and regional

governments attended the
National Development Planning
Conference (Musrenbangnas)
and release of the Population
Projection 2020-2050 yesterday.
The event, organized by
the Ministry of National
Development Planning/National
Development Planning Agency
(Bappenas) was conducted
online and offline at the Jakarta
Convention Center (JCC)
to highlight the government
work plan (RKP) for 2024. The
attendants included secretaries
of ministries/agencies, heads
of planning bureaus, regents,
mayors, heads of the regional
development planning agencies,
youth (millennials) and the
general public.

“The event is an elak:

I

l

infrastructure to support
economic development and
basicservices, developing

1 5 5 4

featured the release of
the Population Projection

Bappenas presents PPD Award
for regional governments’
achievements

s in previous years,

the Ministry of
National Development
Planning/National

Planning/Head of Bappenas
Suharso Monoarfa said.

The PPD Award was
expected to encourage regional
governments to draft more

the Regional | 1 : d rr pla‘ns
Award (PPD) 2023 to that are applicable.
regional governments at the The award is also expected

and comprehensive
evaluation to enhance
integration and award
effective implementation
of development programs
by central and regional
governments, according to
Bappenas.

“The award is a display
of appreciation for
provincial, regency and

16 6 X

2020-2050, which prep:

disaster resili and climate

of the final year of the 2020-
2024 national middle-term
development planning (RPJMN).
The RKP 2024 is focused on

change preparation, and finally,
strengthening the stability

of politics, law and human
rights and public service

024 and laying strong
foundations for the Golden
Year 2045. It carries the theme
of Accelerating Inclusive

and Sustainable Economic

T : lained

t ion.

The RKP 2024 is carried
out by adhering to eight policy
directions, including poverty
reduction, enhancement of
the education and health
quality, improving business

ion,

agency head Suharso Monoarfa.
The RKP includes seven
national priorities, including

industry and strengthening
applied research, development
of low carbon and energy

st
resilience for just and quality

3 N basic
infrastructure and connectivity

1 ia’s population by
2045 through five strategies.
These strategies include
Ensuring Balanced Population
Growth: Drafting Family
Planning Policy in the
New Era, Encouraging the
Equitable Distribution of
Population: The New Era of
Transmigration, Sustaining an
Aging Population: Preparing a
Self-Reliant Aging Population,
Closing the Human Resource
Gap through Early and
Affirmative Childhood
Preparation, and Balanced
Urban and Rural Development
“The document on the 2020-
2050 Population Projection

growth, developing regions to development, accelerating should serve as reference
reduce disparity and ensure the development of the new for ministries and regional
equitable development, scaling capital and the dmini: ions to draft

p quality human il of the 2024 programs that can optimize the
and competitiveness, mental general election. potential of our demographic
revolution and cultural The Musrenbangnas bonus,” said Vice President
development, strengthening RKP 2024 event also Ma'ruf Amin.

ve) s

Y
for their success in
terms of devel,

to increase the synergy and
synchronization between central
and regional governments

in terms of development

plans and spur innovation to

2. South Sumatera
3. West Java

Regential Category:
1. Temanggung
2. West Aceh
3.Garut

Best Planning and Achievement
Category

Mayoral Category:
1. Sukabumi city
2. Palu city

achieve regional
targets underpinning national
development.

Bappenas expressed hope
that the awards help enhance
“our commitment to preparing
Indonesia to become an
advanced, prosperous and just
country in the light of Indonesia
celebrating its 100™ year
i in 2045”.

planning, implementation
achievements, and
innovations,” Minister for
National Development

1 din by

g.g Sehat dan Produkif - Refo

y
This year’s PPD Award
recipients are:
Provincial Category:
1. Central Java

3.8 city

Green Economy and Low
Carbon Category:
* Riau

Circular Economy Category:
* Central Java

Innovation Related to
Alternative Financing of the
Private-Public Partnership
(KPBU) for Infrastructure
Provision Category:

* Madiun regency

Page; 3 - Coloumn; focus Issue




